| Menimbang a

SK YAYASAN

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0016358.AH.01.04.Tahun 2024
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
PERTIWI BUNGUS ALBAROKAH

Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HARTI VIRGO PUTRI S.H., sesuai Akta
Notaris Nomor 13, tanggal 09 Oktober 2024 yang dibuat oleh Notaris HARTI
VIRGO PUTRI S.H. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PERTIWI BUNGUS
ALBAROKAH tanggal 11 Oktober 2024 dengan Nomor Pendaftaran
5024101113100615 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum
Yayasan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang
Pengesahan Badan Hukum Yayasan PERTIWI BUNGUS ALBAROKAH;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan Yayasan:
PERTIWI BUNGUS ALBAROKAH
Berkedudukan di KOTA PADANG sesuai Akta Notaris Nomor 13, tanggal 09 Oktober
2024 yang dibuat oleh Notaris HARTI VIRGO PUTRI S.H. berkedudukan di KOTA
‘ PADANG.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Oktober 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

LS

\

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H,, LLM.
19690918 199403 1 001

| DICETAK PADA TANGGAL 24 Januari 2025

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0025374.AH.01.12.Tahun 2024 TANGGAL 11 Oktober 2024
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PEMERINTAH KOTA PADAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Gedung Graha Dr.Ashar.JL Marah Roesli No.28 Belakang Tengsi Kec.Padang Barat Padang
Telepon : 81854~ 31828 Fax. (0751~ 31584 ) Kode Pos 86889
_ : htipa/www.didik pedang.go.id

Dengan Surat Keputusan Kami Nomox : 421.1] V> T2 | Difibud FAUDDI HMLLS.01]2025 : MENDIKBUD
Fanggal 13 COftaber 2025 dibexifian :

IZIN OPERASIONAL PAUD St Aotos

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL

TK PERTIWI
J1.Padang Painan KM21 Pasar Laban
Kelurahan Bungus Selatan
Kecamatan Bungus Teluk Kabung
Kota Padang
: TK
: Khusus
. : Gesri Wahyuni, S.Pd
Nama Yayasan : Yayasan Pertiwi Bungus Albarokah
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PEMERINTAH KOTA PAIDANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KIE YB%{UHM\YA/\\N

Gednng drale e Azhor.dl.Raraly Boesli Na. 25 Belobaoons Toongsi Haee.Padars BBinamnd
Padang Telepon = 20550 ~ 201825 Fox (0750 20558 ) Mode Poy 20229
Laman : https//www.disdik.padang.go.id

= = iy
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PALANCG
NOMOR :421.1 / 65 JDIKBUD.PAUDDIKMAS.01/ 2525
TENTANG
PERPANJANGAN PENYEL FN(:(:/\RAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
( PAUD)
TK PERTIWI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG,
\
Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak

Usia Dini (PAUD) dari Sdr : Gesri Wahyuni, S.Pd Kepala Sekolah TK
Pertiwi Nomor : 422/03/TK-PTW /111-2025 tanggal 13 Maret 2025 beserta
lampiran-lampirannya .

Menimbang : a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelengara
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas dapat diberikan
izin operasional penyelenggaraan Pendidikan.

b. bahwa perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan
tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan
perundangan yang berlaku.

c. bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) dimaksud dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang

Mengingat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar

Kepala Sekolah atau Madrasah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar
Nasional Pendidikan

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007
tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun
2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;

9. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 146 tahun 2014
Tentang Kurikulum 2013 PAUD ;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 tahun
2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang
Pendidikan dan Kebudayaan ;

12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang
(Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6 )

Cal

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini






